
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 

 

BAB III 

 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO 

NO.0272/PDT.G/2011/PA.PWR DAN PUTUSAN PENGADILAN 

TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 224/PDT.G/2011/PTA.SMG 
 

 

A. Diskripsi putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/ Pdt.G/ 

2011/PA.Pwr 

  Didalam putusan Pengadilan Agama Purworejo ini, bahwa pada hari 

yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir dipersidangan, dan 

majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi 

tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tersebut yang 

isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. 

  Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah 

mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy kartu tanda penduduk yang 

dikeluarkan dari kepala kantor Dinas dan Kependudukan Nomor: 

33.06078040556.0002 tanggal 26 Februari 2011 dan foto copy kutipan akta 

nikah dari urusan Kantor Urusan Agama kecamatan Bayan Kabupaten 

Purworejo Nomor: 165/19/VII/1980 tanggal 08 Juli 1980. Berdasarkan surat 

bukti P-1 dan P-2 yang berupa foto copy akta nikah dan Kartu Tanda 

Penduduk yang diajukan dipersidangan
1
, maka telah terbukti bahwa 

pemohon termohon telah terikat perkawinan dengan termohon dan 

                                                           
1
 Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr 
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berdomisili di wilayah hukum kabupaten Purworejo dengan demikian 

Pengadilan Agama Purworejo berwenang memeriksa perkara pemohon. 

  Dalam persidangan pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi 

untuk meneguhkan dalil gugatanya, yang pertama adalah Darindri bin Amat 

Dasri, yang dalam persaksian di atas sumpahnya bahwa dia adalah tetangga 

penggugat dan mengenal penggugat dan tergugat. Kemudian setelah 

menikah mereka kumpul di kediaman bersama di rumah orang tua termohon 

di Desa Botodalem Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo selama 6 tahun. 

Kemudian pemohon meninggalkan termohon sejak awal tahun 1991 ke 

rumah ibu tiri pemohon dan sampai sekarang terus berpisah, dan sudah 

dikaruniai 3 orang anak. Saksi juga mengetahui rumah tangga pemohon dan 

termohon pernah harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun ini pisah rumah, apa 

sebabnya saksi tidak tahu pemohon tinggal di Botodalem sedangkan 

termohon tinggal di Mirit Kabupaten Kebumen. 

  Saksi kedua yaitu Ribut Suharyanto bin Amat Rejo, menerangkan di 

atas sumpahnya yang inti keterangannya sama dengan saksi pertama yaitu 

mengenal penggugat dan tergugat, keduanya benar suami istri dan menikah 

tanggal 08 juli 1980. Kemudian setelah menikah mereka tinggal di kediaman 

bersama di rumah orang tua termohon di Desa Botodalem Kecamatan Bayan 

Kabupaten Purworejo selama 6 tahun. Kemudian pemohon meninggalkan 
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termohon sejak awal tahun 1991 ke rumah ibu tiri pemohon dan sampai 

sekarang terus berpisah dan dikaruniai 3 orang anak. Semula rumah tangga 

pemohon dan termohon harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun ini sudah tidak 

tinggal satu rumah lagi. Pemohon tinggal di Botodalem dan termohon 

tinggal di Mirit Kabupaten Kebumen, apa sebabnya saksi tidak tahu. 

  Atas pertanyaan Majelis Hakim pihak pemohon dapat menerima 

keterangan saksi dan atas permohonan cerai pemohon, maka termohon 

menjawab yang pada prinsipnya, semua posita pemohon ada yang benar dan 

ada yang salah. Pada posita nomor 2 tidak benar, yang benar pemohon dan 

termohon masih tinggal serumah meskipun  kumpulnya tidak terus menerus 

disebabkan pemohon dan termohon sudah punya rumah di mangunranan, 

Kebumen dan termohon sering di mangunranan, Kabupaten Kebumen 

sedangkan pemohon di Botodalem Kabupaten Purworejo.  

  Hubungan termohon dan pemohon tetap harmonis, termohon masih 

melakukan hubungan suami istri, yang terakhir pada tanggal 11 januari 2011 

kurang lebih satu setengah bulan pemohon maju ke Pengadilan Agama 

Purworejo. Oleh karena itu atas permohonan pemohon, tidak termohon akui 

kebenarannya dan termohon menolak untuk bercerai. Akan tetapi pemohon 

membantah jawaban termohon, antara pemohon dan termohon masih 

harmonis dan saya akan tetap mencerai termohon karena hubungan kami 
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sudah tidak harmonis lagi sebagai suami istri. Dan sudah dilakukan mediasi 

antara termohon dan pemohon oleh hakim mediator Drs. H. Mohamad 

Taufik, SH. Akan tetapi pemohon tetap akan menceraikan termohon. 

  Berdasarkan keterangan saksi masing-masing di bawah sumpahnya 

pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung permohonan pemohon maka 

sesuai ketentuan pasal 22 (2) PP. No. 9/1975, keterangan tersebut dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk perceraian.  

  Majelis hakim juga telah memanggil anak kandung pemohon dan 

termohon akan tetapi tidak hadir, untuk mencari fakta apa sebab pemohon 

dan termohon tidak serumah maka majelis mendengarkan saksi Sudirman bin 

Karno, dan inti dari persaksian saksi adalah pemohon dan temohon sudah 

tidak serumah disebabkan termohon sudah tidak lagi dapat memenuhi batin 

pemohon. Atas pernyataan Majelis Hakim pihak pemohon menyatakan dapat 

menerima keterangan saksi. Pada sidang tanggal 12 juli 2011, 26 juli 2011 

dan tanggal 09 Agustus 2011 termohon tidak hadir, oleh karena itu ketua 

majelis menganggap termohon tidak serius dan telah menyerahkan 

urusannya kepada Pengadilan Agama Purworejo.
2
 

  Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditambah kesaksian dan 

keterangan tambahan pemohon dan termohon, maka posita pemohon telah 

                                                           
2
 Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr 
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sesuai dan pemeriksaan perkara dan memenuhi hukum formal yang pada 

intinya rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan 

pemohon tidak lagi mendapatkan kepuasan dari termohon dalam hubungan 

badan. 

  Firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

                     

 

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertekad hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
 3

 

 

B. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo 

   Pengadilan Agama Purworejo merupakan pengadilan tingkat pertama 

berdasarkan  Staatsblad Nomor : 152 tahun 1882 Jo Staatsblad Nomor : 116 

dan Nomor : 610 tahun 1937 dan stb No. 3 tahun 1940 Jo Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 106), berkedudukan di kabupaten Purworejo 

propinsi jawa tengah, dengan alamat: Jalan Pahlawan Nomor 5 (Depan GOR 

WR. Supratman) Purworejo, Jawa Tengah 54171Telp./Fax. : (0275) 

323180Email : papurworejo@gmail.comWebsite : www.pa-purworejo.go.id 

   Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purworejo meliputi wilayah 

kabupaten Purworejo, terdiri dari 16 Kecamatan, 494 Desa/Kelurahan dan 

batas wilayah sebelah utara Kabupaten Wonosobo dan Magelang, sebelah 

                                                           
     

3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Huda, 2002),  37. 
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timur Kabupaten Kulon Progo (DIY), sebelah barat  Kabupaten Kebumen, 

sebelah selatan Samudera Hindia, letak geografis: 7.42 LS dan 109.39 BT, 

jumlah pegawai: 25 PNS dan 9 honorer. 

  

C. Diskripsi Putusan  Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 

224/Pdt.G/2011/PTA.Smg. 

  Dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terungkap 

bahwa suripto (pemohon) menjabat sebagai Kepala Desa Botodalem, maka 

Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talaknya telah melakukan 

penyelundupan identitasnya sebagai Kepala Desa, karena pentingnya 

penyebutan identitas Kepala Desa pada permohonan pemohon, sebab bagi 

pemohon mempunyai konsekuensi kewajiban/keharusan yang melekat 

dengan pekerjaan/jabatannya tersebut sebagai aparat pemerintah yang 

dipersamakan seperti halnya Pegawai Negri Sipil sesuai dengan ketentuan 

pasal 1 huruf a angka 2 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 

tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negri Sipil, Yang 

dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: 

(a)  Pegawai Bulanan di samping pensiun; 

(b)  Pegawai Bank milik Negara; 

(c)  Pegawai Badan Usaha milik Negara; 

(d)  Pegawai Bank milik Daerah; 
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(e)  Pegawai Badan Usaha milik Daerah; 

(f)  Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di Desa. 
4
 

  Yang mengatur di dalamnya adanya keharusan baginya untuk 

mendapatkan izin cerai dari atasannya,dan di samping itu identitas Kepala 

Desa ini tidak kalah pentingnya dapat dijadikan salah satu dasar/patokan 

bagi hakim yang secara ex officio dalam menetapkan besarnya kewajiban 

kepada pemohon sebagai akibat dari perceraian tersebut. 

  Pada posita nomor 2 disebutkan, meninggalkan termohon sejak awal 

tahun 1991 ke rumah ibu tiri pemohon dan sampai sekarang berpisah, 

kemudian pada posita nomor 5 disebutkan juga bahwa akibat dari 

pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada awal tahun 1991 pemohon 

pulang ke rumah orang tua tirinya, sampai sekarang sudah mencapai 10 

tahun lamanya, dan selama itu sudah putus hubungan serta tidak ada 

komunikasi lagi antara pemohon dan termhon, maka dari posita 2 dan 5 ini 

di samping telah menimbulkan ketidakjelasan pulangnya pemohon ke ibu 

tirinya di mana (tidak jelas alamatnya), juga menunjukan bahwa antara 

pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, tapi ternyata sesuai bukti tulis 

P-1 (foto Copy KTP pemohon) dan alamat yang digunakan pemohon pada 

                                                           
4
 Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin   perkawinan dan 

perceraian bagi pegawai negeri sipil 
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surat permohonan cerai talaknya itu masih satu alamat dengan alamat 

tinggal termohon sehingga fakta peristiwanya pada posita nomor 2 dan 

nomor 5 menjadi tidak jelas atau kabur. 

  Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai 

talak pemohon sebagai permohonan yang obscuur libel. Sehingga tidak 

memenhi syarat formal suatu permohonan/gugatan sebagai mana dimaksud 

ketentuan pasal 118 HIR dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat 

diterima.  

 

D. Wilayah Kedudukan dan Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

  Pengadilan Tinggi Agama Semarang (disingkat PTA Semarang) 

adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding 

di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Di Lingkungan Peradilan Agama 

tingkat banding, sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 7 

tahun 1989 pasal 51 yaitu: 

1. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
 5
 

                                                           
     

5
 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 51 
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2. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di 

tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar 

Pengadilan  Agama di daerah hukumnya. 

Dari ayat 1 dan 2 pasal 51 Undang-UndangNo. 7 Tahun 1989 di atas 

dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang berwenang 

mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu 

sebagai mana terdapat pada pasal 49 ayat 1 yaitu: 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di banding: 

1. Perkawinan 

2. Kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

3. Wakaf 

4. Ekonomi Syariah.
6
 

  Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini berkedudukan di  

Provinsi Jawa Tengah. Alamat Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

berlokasi di Jl. Hanoman No. 18, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 

Telp./Faks. Telp.(024)7600803 Fax. (024)76038660 dan wilayah Hukum 

                                                           
     

6
 Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,  26. 
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Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi wilayah provinsi jawa tengah, 

terdiri dari 35 kabupaten/kota. 

 

 


